
BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kota Palangka 

Raya dilaksanakan melalui tahapan penetapan lokasi, penyuluhan, 

pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, 

pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan 

sertipikat, dan penyerahan sertipikat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA 

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 di Kota Palangka Raya 

sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, karena 30 orang 

responden sudah menerima sertifikat hak milik atas tanahnya. 

Meskipun pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA sudah 

mewujudkan tertib administrasi pertanahan, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan yakni sebagai 

berikut : 

a. Pemohon kurang cepat melengkapi kekurangan berkas 

permohonan. 

b. Pemohon tidak bisa hadir pada waktu pengukuran bidang tanah, 

hal ini di atasi dengan diusahakan pengukuran lain waktu segera 

mungkin. 

 

 



c. Pemilik tanah sudah tidak mengetahui asal muasal atau 

riwayat tanah karena diperoleh melalui jual beli dibawah 

tangan, hal ini di atasi dengan kerjasama dengan sesepuh 

desa. 

d. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Kota Palangka 

Raya rendah, walaupun masyarakat mengetahui adanya 

kewajiban untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya. 

Namun, kenyataannya pengetahuan mereka tentang adanya 

kewajiban pendaftaran tanah tersebut tidak menjadikan mereka 

mau melaksanakan pendaftaran hak atas tanah yang 

dimilikinya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan 

masyarakat yang bersangkutan yang mayoritas berpendidikan 

dasar dan faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas 

berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah. Minat masyarakat 

dalam melaksanakan sertipikasi tanah dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi yaitu bahwa biaya untuk menyertipikatkan tanah 

miliknya mahal, sehingga  masyarakat  memilih  untuk  

bersikap  menunggu  adanya  pelaksanaan program Pemerintah 

tentang pendaftaran tanah secara sistematik melalui PRONA 

untuk menyertipikatkan tanahnya. 

B. Saran 

1. Untuk Kepala Kantor Pertanahan lebih memantapkan 

keberhasilan pelaksanaan sertipikasi tanah secara massal 

 

 



melalui program PRONA yang ditujukan bagi golongan 

ekonomi lemah sampai menengah, agar tetap diadakan 

penyuluhan-penyuluhan tentang akses tanah bagi masyarakat 

sehingga sertipikat tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

itu sendiri. 

2. Untuk pemegang hak milik atas tanah lebih memperhatikan 

waktu untuk memenuhi persyaratan dari Kantor Pertanahan 

agar pensertifikatan tanah dilakukan secara tepat waktu. 
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